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PROYEK TERLAMBAT TERANCAM TAK DIBAYAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kabar24.bisnis.com/ 

 

PRAYA-Sejumlah proyek yang terlambat tuntas pembangunannya di Lombok Tengah 

(Loteng), 2019 terancam tidak akan dibayar pemerintah di APBD 2020. 

Ancaman ini dilayangkan gara-gara dewan merasa geram sebab setiap tahun, selalu ada proyek 

seperti ini. Namun sebelum mengambil sikap tegas itu,  dewan tentu akan turun ke lapangan 

guna memantau langsung progres pembangunan, kemudian mendalami penyebab maupun 

kendalanya. 

“Hasil rapat kami dengan semua komisi, dijadwalkan dalam waktu dekat akan melakukan 

monev ke lapangan,” ungkapnya kepada media, kemarin. 

Tauhid menegaskan, alasan sehingga harus turun untuk melakukan monev, karena pihaknya 

ingin mengetahui langsung dari pihak rekanan yang mengerjakan proyek apa penyebab tidak 

tuntasnya pengerjaan itu. Misalkan, apakah lambannya di rekanan atau di dinas yang 

bersangkutan. Seperti proses lelangnya mungkin ada keterlambatan atau rekanan yang menang 

diproses lelang kurang bonafid, sehingga terjadi keterlambatan. 

 “Makanya kita dalami dulu apa penyebabnya,” tegasnya. 
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Politisi Gerindra ini mengatakan, sejumlah proyek yang mendapatkan waktu perpajangan 

waktu pengerjaan karena tidak tuntas dengan kontraknnya. Baik menggunakan anggaran 

APBD maupun APBN di antaranya.  Pembangunan empat puskesmas, pembangunan tiga 

kantor camat, pembangunan GOR, pembangunan air mancur, rehab pendopo I, pembangunan 

pasar kopang, pembangunan kantor bupati dan masih banyak lagi proyek lainnya. 

“Rata –rata anggaran untuk proyek ini lumayan besar. Karena anggaran mencapai miliaran 

maupun puluhan miliar,” katanya tegas. 

Tauhid mengaku, pada intinya dewan meminta pemerintah daerah agar lebih aktif lagi bila 

mengawasi pembangunan proyek. Sebab dia tidak ingin, meskin diberikan perpajangan waktu 

selama 50 hari dengan sanksi denda, tetap saja proyek tidak akan tuntas pembangunannya. 

“Semoga saja hal seperti ini tidak terulang lagi nantinya,” harapnya. 

Terpisah, Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri mengatakan, bila memang ada proyek yang 

tidak tuntas pengerjaannya, rekanan harus bertanggung jawab. Mereka harus menyelesaikan 

pembangunannya.(jay/r1) 

Sumber Berita:  

1. http://radarmandalika.net/proyek-terlambat-terancam-tak-dibayar/; 

2. https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/01/284881/Kontraktor.Proyek.Tiga.Ka

ntor.Camat.Terancam.Di.Blacklist/ 

  

Catatan: 

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan 

Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu 

pengentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut: 

 

Penghentian Kontrak 

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. 

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat 

Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat: 

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau 

http://radarmandalika.net/proyek-terlambat-terancam-tak-dibayar/
https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/01/284881/Kontraktor.Proyek.Tiga.Kantor.Camat.Terancam.Di.Blacklist/
https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/01/284881/Kontraktor.Proyek.Tiga.Kantor.Camat.Terancam.Di.Blacklist/
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2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya 

pekerjaan. 

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak 

wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai 

setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. 

 

Berakhirnya Kontrak 

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang 

terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang 

seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah 

berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir 

apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. 

Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran 

ataupembayaran atas penyesuaian harga. 

 

Pemutusan Kontrak 

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau 

Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu. 

 

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila: 

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 

pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang. 

2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran 

persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh 

Instansi yang berwenang; 

3. Penyedia berada dalam keadaan pailit; 

4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak; 

5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) 

kali; 

6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 

7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu 

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 

(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk 

menyelesaikan pekerjaan; 

9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) 

hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak 

dapat menyelesaikan pekerjaan; atau 

10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan 

penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas 

pekerjaan. 

 

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: 

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 

2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila 

diberikan); dan 

3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 
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Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 

karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan 

berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. 

 

Pemberian Kesempatan 

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak 

berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu 

menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. 

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam 

adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada 

Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). 

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima 

puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan 

kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 

 

Denda dan Ganti Rugi 

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena 

terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi 

dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan 

kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan 

barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 

 

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak 

bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan 

berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan 

Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian 

yang ditimbulkan. 

2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya 

denda keterlambatan adalah: 

1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; 

atau  

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam 

dokumen pemilihan 

2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak. 

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak. 


